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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

ustainable Development Goals (SDG’s) merupakan rencana aksi global, termasuk 
Indonesia dalam mengurangi kemiskinan, kesenjangan dan melindungi lingkungan. 
Salah satu kebijakan Sustainable Development Goals (SDG’s) yang diterapkan di 

Indonesia dalam mengurangi kemiskinan adalah mengintegrasikan berbagai program 
penanggulangan kemiskinan melalui Desa. Desa merupakan salah satu unit kelembagaan 
terkecil yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat di tingkat bawah sesuai dengan 
kondisi geografis dan lingkungan, tradisi dan budaya, dan pendapatan per kapita. 

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu 
Sungai Utara 2017-2022, Pemerintah Daerah menerapkan sasaran program penurunan 
kemiskinan dengan strategi optimalisasi program penanggulangan kemiskinan pada 
peningkatan penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, 
penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu, peningkatan kuantitas dan 
kualitas penyelenggaraan perumahan masyarakat miskin, rumah tidak layak huni dan 
perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat 
miskin dan juga program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan. 

Kajian integrasi program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara 
diperlukan sebagai salah satu upaya agar masing-masing SKPD dapat mengintegrasikan 
program penanggulangan kemiskinan yang ada sehingga mampu berjalan bersama-sama 
mencapai target dan kinerja RPJMD, yaitu penurunan angka kemiskinan sampai dengan 5,5 
persen pada tahun 2022. Analisis integrasi program penanggulangan kemiskinan akan 
menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan 
pertama menggunakan survei dengan analisis faktor untuk menjawab faktor-faktor 
kebutuhan program penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan secara terintegrasi 
antar SKPD. Metode kedua yang digunakan adalah adopsi parsial dari Participatory Action 
Research (PAR) yang merupakan metode yang tepat untuk mengatasi permasalahan sosial. 

Penyusunan Analisis Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu 
Sungai Utara merupakan perangkat pedoman kerja pembangunan program penanggulangan 
kemiskinan yang terintegrasi antar SKPD terkait di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat 
digunakan sebagai pedoman pembangunan dan kebijakan yang baik oleh pemerintah daerah, 
swasta dan masyarakat. Selain itu dokumen ini dapat digunakan sebagai landasan 
perencanaan jangka pendek ataupun bahan acuan dalam penyusunan RPJMD yang akan 
datang. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 

ustainable Development Goals (SDG’s) merupakan rencana aksi global, termasuk 

Indonesia dalam mengurangi kemiskinan, kesenjangan dan melindungi lingkungan. 

Tujuan SDG’s adalah untuk menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan 

dan kesejahteraan yang baik, pendidikan, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, 

energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, 

industry dan inovasi, mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, 

konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, penanganan perubahan iklim, menjaga 

ekosistem laut, menjaga ekosistem darat, perdamaian dan kelembagaan yang kuat, kemitraan 

untuk mencapai tujuan, yang diharapkan tercapai pada tahun 2030. Salah satu kebijakan 

Sustainable development goals (SDGs) yang diterapkan di Indonesia dalam mengurangi 

kemiskinan adalah mengintegrasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan melalui 

desa. Desa merupakan salah satu unit kelembagaan terkecil yang mampu mengakomodir 

kebutuhan masyarakat di tingkat bawah sesuai dengan kondisi geografis dan lingkungan, 

budaya, dan pendapatan perkapita. 

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Kepala Desa 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mengembangkan perekonomian 

masyarakat desa dengan tujuan memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan 

di desa. Secara khusus, melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi, Pemerintah telah mengamanatkan bahwa SDGs desa merupakan upaya terpadu 

dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, 

desa peduli Kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli Pendidikan, desa ramah 

perempuan, desa tanggap budaya dalam percepatan pencapaian tujuan SDGs. 

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sungai 

Hulu Utara 2017-2022, Pemerintah daerah menerapkan sasaran program penurunan 

kemiskinan dengan strategi optimalisasi program penanggulangan kemiskinan pada 

peningkatan penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, 

penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu, peningkatan kuantitas dan 

S 
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kualitas penyelenggaraan perumahan masyarakat miskin, rumah tidak layak huni dan 

perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat 

miskin dan juga program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaaan. Indikator 

keberhasilan dan kinerja dari pelaksanaan program Kabupaten Sungai Hulu Utara dalam 

penanggulangan kemiskinan adalah persentase penduduk miskin berada pada angka 5,96 

persen pada tahun 2020 kemudian 5,73 persen pada tahun 2021 dan 5,5 persen pada tahun 

2022.  

Hasil data Badan Pusat Statistik tahun 2021 menunjukkan bahwa persentase 

penduduk miskin (P0) tahun 2020 sebesar 6,14 persen dan 6,83 persen pada tahun 2021, 

menunjukkan bahwa target kinerja penurunan kemiskinan Kabupaten Sungai Hulu Utara 

masih jauh dari kata memuaskan. Untuk itulah diperlukan kajian lebih lanjut terkait 

permasalahan tersebut dengan membuat analisis penanggulangan kemiskinan yang 

terintegrasi antar SKPD di Kabupaten Sungai Hulu Utara. 

Kajian integrasi program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sungai Hulu Utara 

diperlukan sebagai salah satu upaya agar masing-masing SKPD dapat mengintegrasikan 

program penanggulangan kemiskinan yang ada sehingga mampu berjalan bersama-sama 

mencapai target dan kinerja RPJMD yaitu penurunan angka kemiskinan sampai dengan 5,5 

persen pada tahun 2022. Analisis integrasi program penanggulangan kemiskinan akan 

menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan 

pertama menggunakan survey dengan Analisis Faktor untuk menjawab faktor-faktor 

kebutuhan program penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan secara terintegrasi 

antar SKPD. Metode kedua yang digunakan adalah adopsi partial dari Participatory Action 

Research (PAR) yang merupakan metode yang tepat untuk mengatasi permasalahan social, 

dimana peneliti masuk kedalam masyarakat untuk mengetahui permasalahan secara 

langsung, mendapatkan data, menginterpretasikan hasil dan membuat rekomendasi 

tindakan. Dalam pelaksanaannya, analisis ini akan dimulai dengan mengetahui berbagai 

program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan SKPD terkait melalui focus grup 

discussion dan wawancara. Kemudian dilanjutkan dengan observasi lapangan untuk 

mengetahui permasalahan, dengan melakukan pemilihan berdasarkan purposive sampling 

desa dengan jumlah penduduk terbesar dan jumlah penduduk terkecil. Setelah itu dilakukan 

analisis untuk menginterpretasikan hasil dan membuat rekomendasi kepada Kabupaten 
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Sungai Hulu Utara. Untuk analisa Participatory Action Research (PAR) diadopsi secara sebagian 

sampai dengan tahapan interpretasi hasil, sedangkan untuk evaluasi pelaksanaan akan 

dilakukan dalam penelitian tahap berikutnya. 

1.2 Maksud 

Maksud penyusunan Analisis Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan 

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan perangkat pedoman kerja pembangunan program 

penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi antar SKPD terkait di Kabupaten Hulu Sungai 

Utara yang dapat digunakan sebagai pedoman pembangunan dan kebijakan yang baik oleh 

pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. 

Secara eksplisit maksud penyusunan Analisis Integrasi Program Penanggulangan 

Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah: 

a. Sebagai salah satu dokumen landasan perencanaan jangka pendek yang selaras dengan 

RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017-2022; 

b. Sebagai salah satu dokumen yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam 

penyusunan RPJMD yang akan datang; 

c. Sebagai acuan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 

Hulu Sungai Utara tahun 2022. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penyusunan Analisis Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan 

Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut: 

a. Menjadi pedoman dan rujukan dalam menetapkan prioritas, strategi, program dan 

kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara; 

b. Melakukan identifikasi kondisi dan permasalahan penanggulangan kemiskinan di 

Kabupaten Hulu Sungai Utara; 

c. Menjadi tolak ukur dan proyeksi dalam pelaksanaan program penanggulangan 

kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara; 

d. Menyusun rekomendasi dan implementasi program penanggulangan kemiskinan dalam 
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bentuk rencana jangka pendek di Kabupaten Hulu Sungai Utara; 

e. Menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pembangunan di bidang penanggulangan 

kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

 

1.4 Sasaran 

Sasaran dalam penyusunan Analisis Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan 

Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut: 

a. Deskripsi tentang permasalahan dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 

Hulu Sungai Utara; 

b. Tersusunnya program integrasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai 

Utara; 

c. Tersusunnya dokumen penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi antar SKPD di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dalam penyusunan Analisis Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan 

Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut: 

a. Menjadi dokumen pedoman dan rujukan dalam menetapkan prioritas, strategi, program 

dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara; 

b. Menjadi sumber dokumen kebijakan SKPD terkait dalam melakukan program 

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

 

1.6 Lingkup Pekerjaan 

Ruang Lingkup dalam penyusunan Analisis Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan 

Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut: 

a. Menganalisis existing condition tentang program penanggulangan kemiskinan yang telah 

dilaksanakan oleh masing-masing SKPD di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang 
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mencakup: 

i. Penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan 

oleh masing-masing SKPD 

ii. Penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan pemerintah pusat dan 

provinsi 

b. Analisis tentang program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara; 

c. Analisis tentang strategi integrasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 

Hulu Sungai Utara antar SKPD terkait; 

d. Program prioritas penanggulangan kemiskinan lintas SKPD yang dapat diimplementasikan 

sebagai strategi jangka pendek dalam penanggulangan kemiskinan. 

 

1.7 Keluaran 

Keluaran dalam penyusunan Analisis Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan 

Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut: 

a. Hasil analisis eksisting program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai 

Utara; 

b. Dokumen integrasi program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara 

yang meliputi kebijakan penanggulangan lintas SKPD, target dan indikator keberhasilan 

program; 

c. Dokumen kebijakan terkait dengan integrasi program penanggulangan kemiskinan 

Kabupaten Hulu Sungai Utara lintas SKPD. 

 

1.8 Mekanisme Pelaksanaan Pekerjaan 

a. Tahap persiapan, meliputi identifikasi awal dokumen perencanaan jangka menengah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara, RPJMD, dan rencana kerja masing-masing SKPD; 

b. Tahap pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui beberapa tahapan: 

1. Studi dokumen; 
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2. Survei pengumpulan data dan observasi lapangan; 

3. Focus Grup Discussion (FGD) dan wawancara. 

c. Tahap analisis data. Merupakan tahapan dalam melakukan interpretasi hasil 

pengumpulan data dan memberikan rekomendasi terkait hasil analisis data 

d. Tahap finalisasi, yaitu tahap penyusunan hasil kegiatan berupa Analisis Integrasi Program 

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara 
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BAB II   

KAJIAN LITERATUR 
 

ecara global, kemiskinan masih menjadi tantangan besar bagi umat manusia. 

Permasalahan kemiskinan masih ditemukan pada banyak negara di dunia tetapi lebih 

umum di negara-negara berkembang. Maka dari itu upaya dalam mengidentifikasi 

penyebab kemiskinan dan pengembangan kebijakan untuk menurunkan kemiskinan tetap 

menjadi isu yang masih diperdebatkan. Hassan et al. (2020) berpendapat bahwa kemiskinan 

merupakan fenomena global yang mengindikasikan kurangnya kesejahteraan individu. 

Terdapat beberapa sudut pandang untuk mengidentifikasi variabel-variabel penyebab 

kemiskinan. Ozughalu & Ogwumike (2019) mengaitkan kemiskinan dengan karakteristik 

individu dan rumah tangga yang masih menjadi variabel-variabel yang sering diteliti sampai 

dengan saat ini. Selain karakteristik individu, terdapat variabel lain yang menjadi penyebab 

kemiskinan seperti pembangunan ekonomi, kondisi sosial, lingkungan ekologi, dan 

semacamnya (Alkire & Fang., 2019; Jiang et al., 2020). 

Beberapa penelitian sebelumnya yang mengidentifikasi penyebab kemiskinan telah 

dilakukan dengan beberapa sudut pandang berbeda. Kim, et al (2016), Ma et al (2018), dan 

Wang et al (2021) menjelaskan penyebab kemiskinan melalui latar belakang geografis dari 

berbagai tingkatan. Penelitian tentang kemiskinan melalui latar belakang geografis yang 

dilakukan oleh Kim et al. (2016) membagi daerah menjadi beberapa tingkatan, yakni states, 

villages, districts dan region. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa states 

menyumbang persentase kemiskinan tertinggi dengan nilai 13%, sedangkan untuk villages, 

districts dan region masing-masing menyumbang 12%, 4%, dan 3%. Hal ini menunjukkan 

bahwa terjadinya kemiskinan dikarenakan dua hal, yaitu efek individu dan efek latar belakang 

daerah. Efek individu, yaitu variabel terkait karakteristik individu, sedangkan efek latar 

belakang berarti efek kelompok yang mengacu pada lingkungan individu (Jiang et al., 2020; 

Ma et al., 2018). 

Selaras dengan penelitian Kim et al. (2016), penelitian dengan berlatar belakang 

geografis juga dilakukan oleh Wang et al. (2021) namun dengan analisis berbeda. Menurut 

Wang et al. (2021) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan pada tingkatan 

S 
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yang berbeda. Pada tingkat desa, jenis area desa, luas lahan pertanian per kapita, akses air 

minum, rasio angkatan kerja dan rasio penduduk terdaftar asuransi merupakan faktor penting 

penyebab kemiskinan di Desa. Dalam tingkat Kabupaten (county), tingkat pendapatan 

perkapita, angka partisipasi, rasio desa miskin merupakan faktor penyebab kemiskinan pada 

tingkat kabupaten (county). Penelitian terkait kemiskinan seringkali juga dibahas dalam dua 

perspektif, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah 

fenomena ekonomi yang mana individu atau rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan 

primer atau dasar seperti makanan atau tempat tinggal (Liu et al., 2017). 

Sedangkan kemiskinan relatif adalah kondisi yang mana individu atau rumah tangga 

tidak mampu memperoleh kebutuhan yang tersedia bagi mayoritas masyarakat di daerah 

tersebut (Wang et al., 2020). Wang et al. (2020) melakukan penelitian tentang penyebab 

kedua jenis kemiskinan tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor usia kepala 

rumah tangga, rasio ketergantungan, jumlah keluarga yang mengalami penyakit kronis, beban 

biaya pendidikan dan budaya kemiskinan berpengaruh signifikan pada munculnya kemiskinan 

absolut. Sedangkan faktor usia kepala rumah tangga, lahan pertanian, jumlah keluarga yang 

mengalami penyakit kronis, beban biaya pendidikan dan jarak ke pusat kota berpengaruh 

pada munculnya kemiskinan relatif. 

Terlepas dari beberapa faktor tersebut di atas, terdapat penelitian lain yang 

mengidentifikasi penyebab kemiskinan seperti keterbatasan pemenuhan air, sanitasi dan 

bahan bakar (Jiao, 2020), kerentanan rumah tangga (Gloede et al., 2015; Vo, 2018), tidak 

adanya privilege (Papadakis, 2020), wabah penyakit (Anser et al., 2020), dan pendidikan 

(Heckman, 2018; Hofmarcher, 2021; Papadakis, 2020). Penelitian-penelitian terdahulu 

tersebut menunjukkan bahwa pendidikan masih menjadi faktor penting dalam mempengaruhi 

kemiskinan. Meskipun banyak literatur mengemukakan bagaimana pentingnya pendidikan 

untuk mengurangi risiko kemiskinan dan bagaimana pentingnya pendidikan bagi masyarakat 

miskin, terdapat pandangan lain terhadap hal ini. Silva-Laya et al. (2020) mengemukakan 

bahwa meskipun bersekolah, masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan tidak 

sepenuhnya memenuhi hak mereka atas pendidikan. Pencapaian mereka juga cenderung 

kurang dalam hal pendidikan, selain itu juga kualitas sekolah bagi mereka yang tidak memadai. 

Melihat hal tersebut, dibutuhkan koordinasi antar pihak untuk menjamin kondisi pendidikan 

bagi keluarga miskin, dan pada saat yang sama, kemajuan lembaga sekolah yang memenuhi 
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hak untuk belajar dan memperluas kemampuan masyarakat miskin dalam akses pendidikan 

berkualitas. 

Selain itu, terdapat topik lain penyebab kemiskinan, yaitu ketimpangan pendapatan 

yang telah menjadi topik penelitian Fosu (2015) dan Adeleye et al. (2020). Kedua penelitian 

tersebut mengonfirmasi bahwa ketimpangan pendapatan akan memperburuk dan 

memperparah kemiskinan. Hal ini dikarenakan ketimpangan memiliki efek yang kompleks 

mulai menghambat pertumbuhan ekonomi hingga diskriminasi pada kaum sipil yang lemah. 

Dengan lebih rinci dan detail, Adeleye et al. (2020) melakukan penelitian tentang trilemma 

antara pertumbuhan-ketimpangan-kemiskinan. Hasilnya adalah ketimpangan pendapatan 

mengurangi dampak positif pertumbuhan ekonomi terhadap timbulnya kemiskinan. Dengan 

hal ini, menguatkan argumen bahwa ketimpangan memperbesar kemiskinan terlepas dari 

dampak positif pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini kembali menunjukkan bahwa 

ketimpangan pendapatan terbukti memiliki efek yang cukup besar terhadap kemiskinan. 

Lebih jauh dari itu, kemiskinan juga dapat berlanjut ke generasi selanjutnya. 

Kemiskinan para “orangtua” menyebabkan efek berlanjut pada anak-anak mereka, yakni 

kemiskinan anak. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan sebagai anak-anak yang kehilangan 

sumber daya materi dan sosial budaya yang saling terkait yang bersifat ekonomi, politik, sosial, 

budaya, fisik dan lingkungan dan umumnya diketahui penting bagi perkembangan anak 

(Ingutia et al., 2020). Kemiskinan anak dipengaruhi oleh berbagai hal, Green et al. (2021) 

mengungkapkan bahwa variabel stabilitas, kualitas dan lingkungan rumah dinilai dapat 

mempengaruhi kemiskinan anak. Sedangkan menurut Ingutia et al. (2020) kemiskinan anak 

dipengaruhi oleh akses pendidikan, kualitas institusi, dan pendapatan orang tua. Ingutia et al. 

(2020) juga menemukan bahwa dengan pendapatan terbatas dari orang tua, membuat jumlah 

anak yang akan disekolahkan akan terbatas. Faktor budaya dan faktor sosial membuktikan 

bahwa orang tua lebih cenderung memilih anak laki-laki untuk bersekolah dibandingkan 

dengan anak perempuan. Ini membuat kesenjangan pendidikan dan pekerjaan antar gender 

di pasar tenaga kerja. Ini merupakan salah satu akar permasalahan dari tenaga kerja 

perempuan dan kemiskinan. 

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan solusi tepat. 

Terdapat beberapa literatur yang mengidentifikasi faktor-faktor pengentas kemiskinan di 

berbagai daerah. Pertama, adalah perkembangan dan pembangunan sektor keuangan yang 
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terbukti dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan memainkan 

peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di China (Ho & Lyke, 2018; Zameer et al., 

2020). Namun, dalam pelaksanaannya dibutuhkan kelembagaan yang baik untuk mendorong 

perkembangan sektor keuangan (financial development) dan menghapus kemiskinan (Kaidi et 

al., 2019). Kedua, adalah dengan inovasi. Inovasi terbukti dapat menurunkan kemiskinan 

dalam beberapa bentuk inovasi. Penelitian Zameer et al. (2020) dan Han et al. (2021) di China 

menunjukkan bahwa inovasi teknologi sangat penting untuk efisiensi pengentasan 

kemiskinan. Inovasi dapat berbentuk apa saja tidak hanya dalam lingkup teknologi, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Zhou et al. (2018) tentang bagaimana inovasi kebijakan lahan 

dapat mempengaruhi pengentasan kemiskinan di China. Zhou et al. (2018) berpendapat 

bahwa kesalahan-kesalahan dalam pembuatan kebijakan merupakan faktor utama dalam 

kemiskinan di pedesaan. Maka dari itu, dengan adanya inovasi kebijakan lahan dapat 

membantu masyarakat dalam menghadapi dilema tenaga kerja, modal dan lahan. Inovasi 

lainnya adalah inovasi kewirausahaan yang menjadi topik penelitian Nakara et al. (2021) di 

Perancis. Menurut Nakara et al. (2021) inovasi kewirausahaan dapat membantu 

mengentaskan kemiskinan, tetapi dalam memunculkan inovasi kewirausahaan dibutuhkan 

modal manusia, motivasi peluang, dan sumber daya keuangan, yang mana hal tersebut tidak 

dimiliki oleh semua orang. 

Selain perkembangan sektor keuangan dan inovasi, faktor penyediaan infrastruktur 

juga terbukti dapat berpengaruh untuk mengentaskan kemiskinan. Penelitian Medeiros et al. 

(2021) di Brazil menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur yang merata sebagai upaya 

untuk mengurangi ketimpangan dalam akses sanitasi, internet, transportasi, telepon dan 

listrik dapat menurunkan kemiskinan. Tetapi harus diperhatikan juga kondisi dan ketimpangan 

antar daerah. Dari beberapa upaya-upaya dalam pengentasan kemiskinan, terdapat benang 

merah yang dapat disimpulkan bahwa pengentasan kemiskinan dapat dicapai dengan institusi 

atau kelembagaan yang efektif dan berkualitas. 
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BAB III  
KERANGKA KONSEPTUAL 

 

erangka konseptual diperlukan untuk mengetahui alur pemikiran terhadap suatu 

konsep atau hubungan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif untuk 

mengetahui suatu fenomena. Dalam kajian integrasi program penanggulangan 

kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara kerangka konseptual diperlukan sebagai langkah 

awal untuk menentukan kebijakan yang harus dilakukan. Langkah-langkah yang dilakukan 

dalam kajian ini berdasarkan perspektif kebijakan sistem manajemen yang dapat dilihat pada 

gambar 3.1 dibawah ini. 

 

Gambar 3. 1 Model Kebijakan Perspektif Sistem Manajemen 

1. Input adalah masalah program penanggulangan kemiskinan yang belum berjalan secara 

terintegrasi antar SKPD; 

2. Process adalah upaya pemangku kepentingan antar SKPD yang mencoba mencarikan jalan 

keluar adanya masalah program penanggulangan kemiskinan. Beberapa model proses 

kebijakan publik dapat dipertimbangkan; 

 

K 
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3. Output adalah terselenggaranya hasil dari proses kebijakan itu sendiri; 

4. Impact adalah sebagai dampak kebijakan kepada masyarakat. 

 

3.1 Desain Kajian 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif-deskriptif dengan dua metode, 

yaitu analisis faktor dan Participatory Action Research (PAR). PAR merupakan metode yang 

tepat untuk mengatasi permasalahan sosial, dimana peneliti masuk ke dalam masyarakat 

untuk mengetahui permasalahan secara langsung, mendapatkan data, menginterpretasikan 

hasil dan membuat rekomendasi tindakan. PAR adalah metode penelitian tindakan yang 

merupakan bagian dari metodologi kualitatif untuk mendapatkan pemahaman tentang 

masalah sosial praktis. PAR mempertahankan komitmen pada praksis, gagasan teori dan 

praktik secara bersama-sama. Metode PAR merupakan metode kolaboratif dengan 

membingkai peneliti secara kolaboratif bersama partisipan. 

3.1.1 Metode Partisipatory Action Research (PAR) 

Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi situasi yang membutuhkan 

perubahan, kemudian merencanakan proses penelitian untuk memfasilitasi “tindakan” yang 

relevan. Tahap selanjutnya dalam proses penelitian adalah refleksi. Baik peneliti dan peserta 

merefleksikan dan belajar dari interaksi dan dialog mereka yang berkelanjutan dan 

melanjutkan ke siklus penelitian baru, yang melibatkan tindakan dan refleksi lebih lanjut. 

Penekanan yang mendasari PAR adalah pada keterlibatan dialogis dengan rekan peneliti dan 

pengembangan strategi khusus konteks yang berorientasi pada berbagai tingkat 

pemberdayaan dan transformasi. Kunci untuk memfasilitasi keterlibatan dialogis adalah 

menjaga semangat kolaborasi yang berkelanjutan tetap aktif selama proses penelitian. 
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Gambar 3.3  Desain Metodologi Penelitian 

Dalam kajian ini akan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Penyiapan Sosial 

Penyiapan sosial ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami masyarakat. Observasi 

lapangan merupakan tahapan awal dalam proses ini. Dalam proses ini peneliti berbaur dengan 

masyarakat untuk mengenali dan memahami masyarakat. Dengan melalui inkulturasi yang di 

bangun maka akan menciptakan komunikasi dengan masyarakat. Penyiapan tahap awal ini 

termasuk memahami kelompok peran yang tidak terorganisir dalam masyarakat, memahami 

peran dan fungsi Lembaga yang telah ada dan mengenali tradisi yang dilakukan masyarakat. 

2. Community Riset Social and Problem Diagnostic 

Proses ini merupakan menganalisis masalah yang ada di dalam masyarakat. Dengan 

mengetahui dan memahami keseharian partisipan, peneliti dapat mengidentifikasi masalah. 

Selain itu focus grup discussion (FGD) juga diperlukan untuk mengetahui dan memahami 

permasalahan yang ada. Dalam proses ini dibuat pohon masalah, diagram alur, diagram venn 

dan analisis sosial. 

3. Planning 

Planning adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah dilakukan bersama masyarakat. 
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Dari pohon masalah yang di buat bersama masyarakat maka muncul pohon harapan yang 

berisikan harapan-harapan masyarakat dalam memecahkan masalah tersebut. Peneliti 

bersama masyarakat merencanakan program yang akan di laksanakan. Dengan membuat 

proposal dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. 

4. Action 

Proses ini merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat berdasarkan pohon 

masalah yang dibuat bersama masyarakat dan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. 

Action ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan harapan masyarakat. Dalam 

membangun partisipasi masyarakat adalah partisipasi interaktif, dimana ide dalam berbagai 

kegiatan mulai perencanaan dan evaluasi melibatkan peran aktif masyarakat. Sehingga 

diharapkan masyarakat dapat mengambil inisiatif sendiri, melaksanakan kegiatan secara 

mandiri dan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan dari masyarakat sendiri. 

5. Reflection 

Yaitu tindakan dari hasil kegiatan atau menilai keberhasilan dan kekurangan semua kompenen 

aktifitas terhadap perubahan sosial yang menjadi visi masyarakat. Pendamping merefleksi dan 

menganalisis dari hasil kegiatan yang telah di lakukan. 

 

3.1.2 Metode Analisis Faktor Eksploratory 

Kajian ini menggunakan analisis faktor eksploratory untuk menentukan struktur yang 

mendasari antara variabel dalam analisis yang dapat digunakan untuk pengembangan dan 

validasi instrumen ataupun alat penilaian untuk mengukur konsep abstrak dengan teoritis 

atau praktis (Hair et al., 2014; Swanson & Holton III, 2005). Analisis faktor mampu menjelaskan 

korelasi diantara variabel yang diamati dengan mengidentifikasi atau mengkonfirmasi faktor-

faktor mendasar yang menjelaskan korelasi tersebut. Variabel yang diamati dapat berupa item 

tunggal pada instrumen survei atau nilai skala lainnya atau variabel yang diamati atau diukur 

akan menjadi item tunggal dari instrumen jenis survei dengan minimal tiga sampai lima 

variabel terukur per faktor umum untuk hasil yang akurat (Swanson & Holton III, 2005). 

Instrumen yang digunakan termasuk uji validitas dan reliabilitas data akan digunakan 

dituliskan dalam bagian ini. Sampel awal yang digunakan dikumpulkan dari akademisi dan 



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 
(Bappedalitbang) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara 15 

 
 

 

ANALISIS INTEGRASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
 

penelitian terdahulu kemudian kuisioner akan disebarkan kepada Pemerintah Desa, 

masyarakat dan pelaku program penanggulangan kemiskinan. Penulis memastikan bahwa 

sampel homogen sesuai dengan struktur faktor yang digunakan. Untuk kuisioner dalam 

penelitian ini terdiri atas faktor-faktor tata kelola program penanggulangan kemiskinan yang 

diambil penulis berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Responden diminta 

untuk menentukan nilai kepentingan setiap faktor menggunakan skala likert. Setiap 

tanggapan akan dikategorikan pada masing-masing indikator faktor program penanggulangan 

kemiskinan. Untuk menguji validasi kumpulan data maka akan digunakan Cronbach’s alpha 

sedangkan Barlett test of sphericity digunakan untuk menentukan kelayakan analisis faktor 

menguji seluruh matrik korelasi. 

 

Gambar 3.3 Desain Metodologi Penelitian 

 

a. Statistik reliabilitas dan kelayakan 

Konsistensi data akan diukur menggunakan cronbach’s alpha, yaitu untuk mengetahui 

korelasi dari dua test dalam mengukur efek yang sama Ketika subyek n mengkuti test secara 

konsisten pada k (Cronbach, 1951). Dimana Si2 adalah varians yang memiliki hubungan 

dengan i dan Sp2 adalah varians yang memiliki hubungan nilai total observasi. Dengan tingkat 

kovarians yang tinggi, item tersebut mengukur konsep yang sama. Persamaan untuk 

mengukur cronbach’s alpha adalah sebagai berikut. 
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Uji Bartlett menunjukkan apakah matrik korelasi adalah matrik identitas, sehingga dapat 

diperoleh fakta bahwa penggunaan model faktor tidak tepat. Persamaan untuk mengukur 

Bartlett’s test of sphericity adalah sebagai berikut. 

 

Pengukuran selanjutnya adalah Measure of Sampling Adequency (MSA) yang digunakan untuk 

mengetahui apakah indikator tersebut dapat digunakan untuk analisis faktor. Nilai MSA 

berkisar antara 0 sampai dengan 1, apabila nilai MSA= 1 maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel diprediksi dengan sempurna tanpa kesalahan variabel lain. Untuk nilai > 0,8 

memberikan nilai, > 0,7 lumayan, > 0,6 biasa, > 0,5 kurang dan < 0,5 tidak dapat diterima (Hair 

et al., 2014). 

b. Faktor Sumbu Utama dan Rotasi 

Faktor sumbu utama dilakukan untuk mengetahui pola dari dataset yang tidak 

mengikuti distribusi normal. Walaupun normalitas memberikan tingkat signifikansi yang tinggi 

pada faktor tetapi uji ini jarang dilakukan (Hair et al., 2014). Matrik pada loading factor dengan 

basis factor m dapat dihitung sebagai berikut. 
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Kemudian untuk menginterpretasi hasil faktor sumbu utama, maka akan dilakukan rotasi. 

Menurut Hair et al., (2014), metode rotasi dapat dipilih berdasarkan dua model, yaitu apabila 

faktor tersebut berkorelasi maka dapat menggunakan metode Oblique (oblimin, promax, 

orthoblique) atau apabila faktor tersebut tidak berkorelasi maka dapat digunakan metode 

orthogonal (varimax, equimax, quartimax). 

c. Metode Estimasi 

Dalam analisis faktor dapat digunakan Principal Component Analysis dan Maximum 

Likelihood Estimator untuk melakukan interpretasi dari analisis faktor (Johnson & Wichern, 

2007). Apabila analisis faktor diasumsikan terdistribusi normal maka dapat digunakan 

Maximum Likelihood Estimator dengan common factor F dan faktor spesifik terdistribusi 

normal dan maximum likelihood dari faktor loading dan varian dapat diperoleh Ketika Fp dan 

p secara bersama-sama terdistribusi normal maka rumus likelihood adalah sebagai berikut. 

 

d. Interpretasi Faktor 

Sesuai dengan Hair et al., (2014) berikut ini adalah Langkah-langkah dalam melakukan 

interpretasi faktor, yaitu: 

1. Matrik factor loading 

Pada rotasi orthogonal akan menghasilkan dua matrik dari factor loading yang 

perama adalah matrik pola yang mewakili setiap indikator untuk faktor, sedangkan 

yang kedua adalah matrik struktur faktor yang memiliki korelasi antara indikator dan 

faktor. 

2. Identifikasi factor loading yang signifikan 

Berikut ini adalah pedoman yang digunakan untuk mengukur signifikansi factor 

loading. 
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Table 3.1 Tabel Signifikansi Factor Loading 
 

Factor Leading Sampel yang dibutuhkan 

0,30 350 
0,35 250 
0,40 200 
0,45 150 
0,50 120 
0,55 100 
0,60 85 

 70 
 60 
 50 

       Sumber: Hair et al., (2014) 
 

3. Menghitung nilai communality 

4. Melakukan kembali klasifikasi model faktor jika diperlukan 

Setelah dilakukan identifikasi untuk factor loading yang signifikan, tetapi masih 

terdapat indikator yang tidak memiliki loading yang signifikan dan communality-nya 

terlalu rendah maka dapat menggunakan solusi evaluasi dari masing-masing variabel, 

melakukan rotasi alternatif, menambah atau mengurangi faktor, atau mengabaikan 

variabel yang bermasalah. 

5. Memberi label faktor 

Tahap terakhir yang dilakukan adalah memberikan penamaan faktor secara akurat 

sehingga setiap faktor akan berupa nama yang mewakili masing-masing faktor asal. 

3.1.3 Focus Group Discussion (FGD) dan Wawancara 

Penelitian kualitatif akan mampu memperdalam permasalahan dengan melakukan 

focus group discussion (FGD), wawancara mendalam dan studi lapangan dengan 

menginterpretasikan hasilnya. Studi lapangan akan mampu mengidentifikasi nilai sentral 

dalam obyek yang diwawancarai dengan menterjemahkannya dalam visi dan misi yang dapat 

berdampak pada mampu terjawabnya permasalahan utama di dalam program 

penanggulangan kemiskinan. Wawancara merupakan metode penelitian dengan memperoleh 
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data melalui persepsi dan pengalaman hidup individu dan memberikan fleksibilitas dalam 

pengumpulan dan analisis data (Bryman, 2011). Teknik wawancara terdiri dari dua, yaitu 

wawancara terstruktur dan wawancara semi terstruktur. Wawancara terstruktur lebih ketat 

dan kaku karena peneliti berpedoman pada pertanyaan dan jawaban tertentu. Sedangkan 

wawancara semi terstruktur memiliki pedoman wawancara tetapi peneliti mampu 

mengeksplorasi jawaban narasumber sesuai dengan kebutuhan penelitian (Bryman, 2011; 

Cresswell, 2013; Haniffa & Hudaib, 2006). Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, maka 

akan dilakukan wawancara semi terstruktur terkait dengan konsep yang telah ditentukan 

untuk mendekati konstruksi yang cukup mendekati kepada narasumber utama (Fassin et al., 

2011; Pérez-Elizundia et al., 2020). 

Protokol dan panduan wawancara akan diikuti untuk melakukan wawancara semi 

terstruktur untuk memastikan validitas dan realibilitas data. Walaupun tidak ada test untuk 

mengukur validitas dan realibilitas data, tetapi menurut (Bryman, 2011) validitas dan 

reliabilitas sangat penting bagi penelitian kualitatif. Validitas merupakan hasil interpretasi 

hasil untuk mencerminkan fenomena. Cara untuk melakukan validitas hasil wawancara 

dilakukan dengan mengembangkan panduan wawancara, perekaman dan transkripsi dengan 

triangulasi (Yin, 2011). 

Focus group discussion (FGD) merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan 

informasi secara grup dengan peserta yang heterogen dengan jumlah peserta grup delapan 

sampai sepuluh peserta. FGD ini merupakan tahap awal untuk mengetahui permasalahan dari 

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh SKPD terkait di 

Kabupaten Hulu Sungai Utara. 
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3.2 Obyek Kajian dan Waktu Kajian 

PAR menekankan partisipasi penuh dari obyek penelitian untuk memunculkan solusi 

atas masalah yang ingin dipecahkan. Kajian ini dilakukan pada bulan April 2022 sampai bulan 

Agustus 2022. Dalam kajian ini, peneliti membagi obyek kajian sesuai dengan tahap analisis 

PAR menjadi: 

1. Obyek Pertama 

Tahap awal yang dilakukan dalam kajian ini adalah melakukan group discussion untuk 

mengetahui tentang permasalahan dan kebijakan program penanggulangan kemiskinan yang 

telah dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam group discussion tahap pertama ini, 

peneliti menghadirkan SKPD terkait meliputi Bappedalitbang, DPMD, Dinas Sosial, Dinas 

Koperasi dan UMKM, Sekda, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian, 

Perikanan dan Kelautan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan  dan Dinas 

Pekerjaan Umum dan Pemukiman. Dalam group discussion tahap awal membahas tentang 

bagaimana program penanggulangan kemiskinan masing-masing SKPD dan mengetahui 

daerah mana yang kurang berhasil dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan 

yang telah dilakukan oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

2. Obyek Kedua 

Tahap kedua dalam kajian ini adalah melakukan PAR pada satu wilayah yang kurang 

berhasil dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Observasi lapangan 

dilakukan untuk mengatahui bagaimana pelaksanaan program di daerah tersebut. Setelah 

dilakukan observasi maka dilakukan group discussion untuk mengetahui permasalahan yang 

terjadi dengan mengundang beberapa tokoh masyarakat, pemerintah desa, BPD dan lembaga 

terkait. Untuk menguatkan hasil dapat ditambahkan dengan interview pada masyarakat. 

 

3.3 Jenis, Sumber Data dan Alur Pelaksanaan 

Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer 

didapatkan dari Focus Group Discussion, interviu dan survei, sedangkan data sekunder 

didapatkan dari website dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder dan 
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laporan pemerintah, yaitu berupa data karakteristik masyarakat Kabupaten Hulu Sungai 

Utara, gambaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, penduduk Hulu Sungai Utara, angka 

kemiskinan, angka pengangguran dan jenis pekerjaan, jumlah fasilitas kesehatan, jumlah 

fasilitas umum, jumlah penerima bantuan pemerintah, data ibu hamil dan menyusui, data 

lansia, data disabilitas, dan data kader pemberdayaan masyarakat. Selain itu, data primer juga 

dapat ditinjau dari hasil focus group discussion dan interview terkait dengan pelaksanaan 

program penanggulangan kemiskinan. Sedangkan Alur Pelaksanaan adalah sebagai berikut:  

 
Gambar 3.4 Alur Pelaksanaan 
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3.4 Pengolahan dan Analisis Data 

Data diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan melihat frekuensi setiap data untuk 

kemudian dianalisis dengan didukung teori yang ada. Hasil analisis data akan digunakan 

sebagai dasar pembuat kebijakan dengan menyesuaikan kebijakan publik yang telah dilakukan 

Kabupaten Hulu Sungai Utara. 
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BAB IV    
GAMBARAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

 
ulu Sungai Utara (HSU) merupakan salah satu kabupaten yang berada di selatan 

Pulau Kalimantan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pertumbuhan 

ekonomi kabupaten ini melebihi PDRB provinsi serta PDB nasional pada beberapa 

tahun dalam tujuh tahun terakhir seperti yang digambarkan pada grafik 1. Bahkan dalam 

beberapa tahun, laju pertumbuhannya hampir mencapai 6% yang mana sangat sulit dicapai 

dalam skala nasional. Dalam tahun 2020 pun yakni dalam kondisi pandemi, dampak yang 

dirasakan lebih kecil dibandingkan dengan skala provinsi Kalimantan Selatan maupun 

Indonesia. Meskipun dalam pemulihannya yakni pada tahun 2021, tidak secepat skala provinsi 

maupun skala nasional. 
 

 
Gambar 4.1. Laju PDRB (Harga Konstan) Tahun 2015-2021, dalam persen 

Sumber: BPS, diolah 
 

Kabupaten ini ditopang oleh tiga sektor ekonomi yakni pertanian, perdagangan dan 

administrasi pemerintahan. Ketiga industri ini menyumbang PDRB dengan persentase masing-

masing 16.9%, 14.55% dan 12.59% pada tahun 2020. Pertanian masih menjadi sektor ekonomi 

sebagai penyumbang PDRB tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sektor pertanian tidak hanya 

menjadi tulang punggung dalam lingkup HSU saja, tetapi juga menjadi penyumbang PDRB 

tertinggi kedua dalam lingkup provinsi Kalimantan Selatan, hanya kalah dengan sektor 

pertambangan. Komoditas utamanya adalah ubi jalar, ubi kayu dan cabai mengungguli 

produksi komoditas padi dan jagung. 

Selain menyumbang PDRB tertinggi, sektor pertanian juga banyak menyerap tenaga 

H 
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kerja pada Kabupaten HSU. Tingginya nilai PDRB sektor pertanian pada Kabupaten SHU tidak 

lepas dari banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. 

Dalam 2017-2020 persentase tenaga kerja di HSU yang bekerja pada sektor pertanian berkisar 

antara 24%-31%. Angka tersebut berada di bawah pekerjaan sektor jasa seperti perdagangan; 

angkutan dan pergudangan; keuangan dan jasa perusahaan; dan jasa kemasyarakatan. 

Pekerja sektor pertanian di HSU mayoritas berpusat di pedesaan. Persentase penduduk yang 

bekerja pada sektor pertanian mencapai 48,18%.  

Dalam hal pengangguran, Kabupaten HSU tidak mengalami permasalahan berarti 

tentang hal ini. Dari grafik 4 dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang 

cenderung rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan pada beberapa 

tahun terakhir. TPT sendiri merupakan tingkat pengangguran menggambarkan proporsi 

angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk 

bekerja. 
 

Gambar 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) HSU dan Kalimantan Selatan Tahun 2015-
2021 

*Untuk data tahun 2016, data hanya tersedia sampai level provinsi 

 

Terdapat satu permasalahan lagi yang menjadi permasalahan Kabupaten Hulu Sungai 

Utara yakni kemiskinan. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Hulu Sungai Utara 

menduduki peringkat pertama dalam hal tingkat persentase penduduk miskin di Provinsi 

Kalimantan Selatan. Jika dibandingkan dengan tingkat persentase penduduk miskin Provinsi 

Kalimantan Selatan, Kabupaten HSU masih unggul dengan selisih cukup tinggi yakni hingga 2% 

seperti yang tergambar pada Grafik 5. Bahkan persentase penduduk miskin Provinsi 

Kalimantan Selatan tidak pernah mencapai angka 5%. Tingginya nilai persentase penduduk 
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miskin Kabupaten HSU ini dapat dikarenakan banyak hal, seperti pendidikan, pertumbuhan 

ekonomi daerah dan sebagainya. 

 
Gambar 4.3 Persentase Penduduk Miskin (P0) HSU dan Kalimantan Selatan Tahun 2015-

2020 
Sumber: BPS, data diolah 

 

Perbedaan yang signifikan tidak hanya terjadi pada persentase penduduk miskin (P0) 

saja, tetapi juga pada indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan 

Kabupaten HSU. Seperti pada gambar 4.7 dan 4.8, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks 

keparahan kemiskinan HSU mengungguli indeks Provinsi Kalimantan Selatan. Nilai P1 dan P2 

Kabupaten HSU cenderung tinggi dan fluktuatif, berbeda dengan nilai P1 dan P2 Provinsi 

Kalimantan Selatan yang cenderung stabil. Meskipun pada tahun 2019-2020 nilai P1 dan P2 

sudah mendekati Provinsi, nilai P1 dan P2 Kabupaten HSU masih melebihi nilai Provinsi 

Kalimantan Selatan, dan harus menjadi perhatian khusus karena permasalahan kemiskinan 

memang masih menjadi permasalahan Kabupaten HSU tiap tahunnya. 
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Gambar 4.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) HSU dan Kalimantan Selatan Tahun 2015-
2020 

Sumber: BPS, data diolah 
 
 

 
Gambar 4.5 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) HSU dan Kalimantan Selatan Tahun 2015-

2020 
Sumber: BPS, data diolah 

 

Terdapat banyak sekali variabel yang mempengaruhi kemiskinan, salah satunya adalah 

ketimpangan pendapatan. Menurut Fosu (2015) ketimpangan pendapatan dapat 

memperburuk kemiskinan. Temuan Adeleye et al. (2020) juga mengonfirmasi hal ini. Hasil 

penelitian tersebut mengindikasikan bahwa perlunya mengurangi ketimpangan pendapatan 

sebagai upaya untuk menghindari kondisi kemiskinan yang semakin buruk. Dengan tingginya 

kemiskinan pada Kabupaten HSU, pemerintah perlu menjaga tingkat kesetaraan untuk 

menghindari kondisi yang telah disebutkan di atas. Hal ini nampaknya sudah terjadi di 
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Kabupaten HSU yang menunjukkan bahwa nilai koefisien Gini tidak terlalu tinggi dan dapat 

dibilang masih dalam batas normal. 

Gambar 4.6 Koefisien Gini HSU dan Kalimantan Selatan Tahun 2015-2021 
Sumber: BPS, data diolah 

 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan dalam 

mengukur pencapaian suatu negara atau daerah dalam tiga aspek dasar pembangunan 

manusia yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Dari data yang dihimpun dari BPS 

seperti yang digambarkan pada grafik 4.10 dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia 

Kabupaten HSU masih berada di bawah Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan 

Selatan. Namun, meskipun demikian terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Ini merupakan 

perkembangan yang penting bagi Kabupaten HSU. Dengan adanya hasil-hasil ini, maka 

diperlukan penguatan pada ketiga aspek dasar pembangunan manusia (kesehatan, 

pendidikan dan standar hidup layak) untuk terus meningkatkan IPM dan lebih mendekati IPM 

Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

Gambar 4.7 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2015-2021 
Sumber: BPS, data diolah 
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BAB V 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Analisis Kondisi Eksisting Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu 

Sungai Utara 

nalisis awal yang dilakukan dalam menyusun Kajian Integrasi Program 

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah melakukan 

identifikasi awal terkait dengan program eksisting yang telah dilaksanakan oleh 

SKPD terkait dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD). FGD merupakan salah satu cara 

untuk mengetahui secara mendalam permasalahan dasar dan program yang telah 

dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. FGD awal dilakukan pada 30 Juni 2022 

menggunakan media zoom meeting karena keterbatasan waktu dan kondisi pandemic Covid-

19 yang masih belum memungkinkan dilakukan interaksi secara langsung. FGD ini diikuti oleh 

berbagai SKPD terkait dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 5.1 Peserta Focus Group Discussion Penyusunan Kajian Integrasi Program 
Penanggulangan Kemiskinan kabupaten Hulu Sungai Utara 

No Satuan Kerja Perangkat Daerah Jabatan 

1 Bappeda Litbanng Perencana 
Kabid. Pemerintahan, Pembangunan Manusia, 
Perekonomian dan Infrastruktur 

2 Sekretariat Daerah Kepala Bagian Kesra 
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA 
Kepala Bagian Pemerintahan 

3 Dinas Perikanan Plt. Kasubag Program dan Data 
4 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian 

dan Perdagangan 
Kepala Bidang Perdagangan  
Kepala Bidang Perindustrian 
Kepala Bidang UKM 

5 Dinas Sosial Plt. Kepala Dinas 
6 Dinas Pertanian Sekretaris Dinas 
7 Dinas Ketahanan Pangan Plt. Kepala Dinas 
8 Dinas Pengendalian Peduduk dan KB Kepala Dinas 
9 Dinas Kesehatan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 

10 Dinas Pekerjaan Umum Kepala Dinas 
11 Dinas Perlindungan Perempuan dan 

Anak (DPPPA) 
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan 
Keluarga 

12 Dinas Perumahan, Kawasan 
Pemukiman dan Lingkungan Hidup 

Fungsional Bangunan dan Perumahan 

A 
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Pada tahap awal diskusi grup, dilakukan identifikasi apakah terdapat program 

penanggulangan kemiskinan di masing-masing SKPD dan bagaimana proses pelaksanaan 

program tersebut. Hasil diskusi tersebut menunjukkan bahwa sebesar 63 persen dari total 

SKPD yang hadir memiliki program penanggulangan kemiskinan sedangkan sisanya tidak 

memiliki program tersebut. Pendananaan program penanggulangan kemiskina tersebut 

sepenuhnya berasal dari anggaran Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Pusat. 
 

Gambar 5.1 Program Penanggulangan Kemiskinan SKPD Existing 
Sumber: data primer, diolah 

Hampir sebagian besar masing-masing SKPD memiliki program penanggulangan 

kemiskinan yang telah dilaksanakan dengan anggaran pemerintah, tetapi tidak terdapat 

program penanggulangan kemiskinan SKPD yang bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya 

perusahaan. Wilayah pelaksanaan untuk program tersebut juga telah dilakukan secara 

merata, Sebagian besar sebesar 41 persen dilaksanakan di tingkat Kabupaten, 37 persen 

dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan sisanya 22 persen dilaksanakan di tingkat Desa. 
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Gambar 5.2 Wilayah Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan SKPD Eksisting 

Sumber: data primer, diolah 

Beberapa program penanggulangan kemiskinan telah melibatkan antar SKPD lain 

tetapi tidak semuanya terlibat. Gambar 5.3 di bawah ini menunjukkan beberapa SKPD yang 

memiliki program penanggulangan kemiskinan dengan keterkaitan dengan SKPD lainnya. 

Program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Bappeda Litbang bekerja 

sama dengan Dinas Sosial, begitu pula dengan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan selain 

melibatkan Dinas Sosial juga melibatkan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Dinas 

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melibatkan Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan 

Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan programnya. 

 

Gambar 5.3 Keterkaitan antar SKPD dalam Program Penanggulangan Kemiskinan 
Sumber: data primer, diolah 
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Sasaran penerima manfaat dari program penanggulangan kemiskinan tersebut 

bervariasi sesuai dengan ketentuan masing-masing SKPD. Penerima manfaat terbesar adalah 

masyarakat umum, kemudian pelaku usaha dan masyarakat miskin. Penerima manfaat 

masyarakat umum ini dapat dikategorikan secara luas, tidak secara khusus memiliki kategori 

dan kriteria tertentu sebagai penerima bantuan/program penanggulangan kemiskinan. 

 
 

Gambar 5.4 Kelompok Sasaran Penerima Manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan 
Sumber: data primer, diolah 

Program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan tersebut memiliki 

berbagai jenis kegiatan diantaranya sebesar 54 persen adalah bantuan langsung. Bantuan 

langsung ini merupakan pemberian bantuan yang diberikan langsung kepada penerima 

manfaat seperti hibah pada kelompok tani/peternak, keluarga penerima manfaat, keluarga 

yang belum memiliki pelayanan kesehatan ataupun penerima bantuan pemugaran rumah. 

Kegiatan berikutnya yang dilaksanakan adalah penyuluhan sebesar 23 persen yang dilakukan 

pada remaja, pasangan keluarga dan usaha kecil. Bimbingan teknis yang dilakukan oleh SKPD 

terkait berjumlah 15 persen, sedangkan sisanya adalah penyediaan sarana pendukung sebesar 

8 persen yang dilakukan pada usaha kecil dalam melakukan pemasaran. Hasil tersebut dapat 

dilihat dalam gambar 5.5 berikut ini. 
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Gambar 5.5 Jenis Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan 

Sumber: data primer, diolah 

Walaupun program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan secara 

menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak dan penerima manfaat, tetapi hasil FGD 

menunjukkan bahwa banyak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan program-program 

tersebut. Permasalahan dari sisi penerima manfaat atau subyek penerima program 

penanggulangan kemiskinan menjadi permasalahan utama bagi SKPD, terutama pola pikir 

masyarakat yang menganggap bahwa program yang diberikan merupakan bantuan dan akan 

selalu ada tanpa penerima manfaat berusaha. Selain itu, kurangnya sumber daya merupakan 

permasalahan lain yang dianggap paling berat bagi pelaksanaan program penanggulangan 

kemiskinan. Sumber daya subyek penerima yang terbatas juga menjadikan penerima manfaat 

tidak mampu mengembangkan ide dan kreatifitas terutama ketika program yang diberikan 

adalah peningkatan kemampuan dan ketrampilan. Keterbatasan anggaran yang diberikan juga 

dirasakan memberikan dampak atas pelaksanaan program, sehingga program tidak mampu 

berjalan secara maksimal. 
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Sejalan dengan anggaran, data penerima manfaat yang tidak update menjadikan 

kendala tersendiri bagi SKPD, selain hal tersebut membuat pelaksanaan program tidak tepat 

pada sasaran penerima manfaat. Permasalahan lain yang terjadi adalah pertambahan jumlah 

penduduk miskin, aturan masing-masing program yang berbeda dan keterbatasan aturan, 

sinkronisasi antar program yang dilaksanakan agar tidak terjadi tumpang tindih antar kegiatan 

dan faktor eksternal yang menjadi force majeure seperti cuaca, bencana alam ataupun 

pandemi. Ringkasan permasalahan yang terjadi dapat dilihat dalam gambar 5.6 berikut ini. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.6 Permasalahan dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan 
Sumber: data primer, diolah 

Program penanggulangan yang telah dilakukan juga melibatkan partisipasi masyarakat 

dalam pelaksanaannya. Walaupun hanya sebesar 58 persen dalam program SKPD ini yang 

melibatkan masyarakat hal tersebut cukup penting bagi pelaksanaan program. Gambar 5.7 

menunjukkan perbedaan keterlibatan masyarakat dalam program tersebut. 

 
Gambar 5.7 Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Program Penanggulangan 

Kemiskinan 
Sumber: data primer, diolah 

Keterbatasan Anggaran

Pola Pikir Masyarakat

Pertambahan Jumlah Penduduk …

Sinkronisasi antar Program

Data yang belum Update

SDM yang kurang

Aturan

Faktor eksternal (cuaca, pandemi, …
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Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan bersama dengan SKPD pelaksana program 

penanggulangan kemiskinan, tahap berikutnya adalah melakukan identifikasi secara langsung 

terkait program penanggulangan kemiskinan di yang telah dilaksanakan. Dengan mengambil 

salah satu sampel desa, maka akan dilakukan wawancara secara mendalam terkait dengan 

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang telah diterima ataupun sedang 

dilakukan oleh Pemerintah. 

Setelah dilakukan FGD, maka perlu dilakukan interview mendalam terhadap 

masyarakat terkait dengan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan. 

Interview dilakukan pada masyarakat dengan kriteria bahwa pelaku program, mengetahui 

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ataupun terlibat kegiatan program 

penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 

ataupun Pemerintah Provinsi. Setelah dilakukan wawancara hasil wawancara tersebut 

menunjukkan bahwa selama ini yang berperan dalam menentukan penerima manfaat di 

dominasi oleh pengurus RT/RW setempat karena dianggap paling memahami warganya. 

‘….selama ini untuk BLT dana desa misalnya yang menentukan penerimanya 
dari kami, karena setiap hari kami yang mengetahui warga yang kesusahan. 
Biasanya warga kami memang tidak dalam kategori tidak memiliki pekerjaan, 
tetapi memiliki pekerjaan serabutan atupun tidak cukup untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya…’ (N1) 

Selain itu, anggaran yang digunakan juga sangat terbatas apabila terdapat wilayah 

yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, tetapi berbeda dengan wilayah yang 

memiliki jumlah penduduk yang cukup kecil maka berapapun dana yang diberikan juga akan 

mencukupi. Permasalahan tersebut juga telah disampaikan oleh beberapa narasumber pada 

saat interview. 

‘….permasalahan yang kami alami selama ini adalah warga kami yang cukup 
banyak diantara RT lainnya, sehingga jumlah anggaran yang diberikan kadang 
tidak mencukupi untuk semua warga yang kekurangan, kalau seperti hal 
tersebut maka kami harap apabila ada wilayah lain yang warganya sedikit bisa 
dialihkan ke kami, tetapi secara aturan kan memang tidak bisa…’ (N1) ‘….selama 
ini warga mendapat porsi yang cukup untuk program kemiskinan, karena disini 
jumlah KK-nya cukup sedikit sehingga bantuan bisa dibagikan dengan baik…’ 
(N2) 

Selain permasalahan anggaran yang kurang terdistribusi secara merata, kesadaran 

masyarakat dalam mengikuti program yang dilaksanakan Pemerintah juga cukup baik. Salah 

satu warga menyatakan bahwa dia mengikuti kegiatan pelatihan pembuatan gazebo yang 



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 
(Bappedalitbang) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

 
 

 
35 

ANALISIS INTEGRASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
 

diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi atas inisiatif pribadi dengan melakukan 

pendaftaran pada instansi terkait. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran warga 

masyarakat dalam ikut serta untuk mengentaskan kemiskinan juga cukup besar, yang harus 

diimbangi dengan sosialisasi dari instansi terkait program-program yang dilaksanakan. 

‘….saya ikut program ini dengan mendaftar secara mandiri di web dinas 
perindustrian provinsi, pelaksanan pelatihan ini enam bulan dengan berbagai 
kegiatan…’ (N2) 

 
 

5.2 Analisis Permasalahan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai 

Utara 

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan di Kabupaten 

Hulu Sungai Utara oleh masing-masing SKPD sesuai dengan aturan dan penerima manfaat 

yang telah ditetapkan. Sumber pendanaan program tersebut adalah anggaran Pemerintah 

Pusat atau APBN dan anggaran Pemerintah Daerah atau APBD. Hasil focus group discussion 

tersebut tidak menunjukkan adanya Kerjasama atau pihak ketiga lain yang terlibat dalam 

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

Walaupun telah dilaksanakan oleh sebagian besar SKPD di Kabupaten Hulu Sungai Utara, 

tetapi setiap tahun terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin sehingga perubahan indeks 

kemiskinan turun secara lambat. Bahkan menurut data Badan Pusat Statistik (2022), pada 

tahun 2020 persentase penduduk miskin Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 6,14 naik 0,69 

menjadi 6,83 pada tahun 2021. Beberapa faktor penyebab permasalahan program 

penanggulangan kemiskinan dapat dirangkum sebagai berikut. 

5.2.1 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal sebuah program. Tahap perencanaan 

meliputi identifikasi sasaran penerima manfaat, partisipasi masyarakat dan jumlah anggaran 

kegiatan. Masing-masing permasalahan yang terjadi dalam tahap ini dapat dibagi sebagai 

berikut: 

a. Identifikasi sasaran penerima manfaat, merupakan salah satu tahap terpenting dalam 

menentukan penerima manfaat dari program penanggulangan kemiskinan. Pada hasil 

FGD diketahui bahwa data penerima manfaat diperoleh dari data masing-masing SKPD 

yang melaksanakan program kegiatan penanggulangan kemiskinan. Perbedaan data 
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tersebut dapat menjadikan adanya double pendanaan pada pelaksanaan program 

ataupun penerima manfaat yang seharusnya menerima tidak masuk dalam data tersebut. 

Data penerima manfaat sangat penting bagi pelaksanaan program, sehingga data yang 

terpusat akan memudahkan dalam identifikasi sasaran penerima manfaat. Selain itu, 

perlu dikategorikan penerima manfaat sesuai klasifikasi tingkat kemiskinan agar SKPD 

dapat memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran. 

b. Partisipasi masyarakat, merupakan bentuk keterlibatan masyarakat terutama masyarakat 

penerima manfaat dalam mengetahui program yang akan dilaksanakan. Salah satu 

permasalahan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan adalah 

kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terhadap program yang 

tepat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Partisipasi masyarakat atas usulan-

usulan tersebut dapat diakomodir dalam Musrenbang Desa sehingga dapat memunculkan 

permasalahan utama di dalam masyarakat untuk segera ditindaklanjuti. Partisipasi 

masyarakat merupakan salah satu bentuk perencanaan bottom up yang menjadikan 

masyarakat bukan hanya sebagai obyek penerima program tetapi juga bertindak sebagai 

subyek yang memberikan kontribusi dalam bentuk usulan kegiatan. 

c. Anggaran kegiatan, merupakan salah satu faktor kegiatan berjalan dengan lancar dan 

baik. Ketersediaan anggaran baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah 

sesuai dengan kebutuhan menjadikan program berjalan dengan lancar dan mampu 

menjangkau sasaran dengan tepat dan lebih luas. Realisasi anggaran juga merupakan 

salah satu indikator kinerja program penanggulangan kemiskinan berjalan dengan baik 

dengan terserapnya anggaran sesuai dengan rencana kegiatan dan waktu pelaksanaan. 

  

5.2.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan tahap kedua setelah proses perencanaan program. 

Tahap pelaksanaan terbagi menjadi dua, yaitu pelaksanaan sesuai dengan aturan dalam skala 

nasional untuk program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

Pusat dan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah/SKPD pelaksana program. Untuk 

pelaksanaan dari pemerintah Pusat, data penerima manfaat divalidasi oleh pendamping sosial 

yang telah ditentukan kemudian dilaksanakan kegiatan. Sedangkan untuk program yang 
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berada di dalam SKPD, proses pelaksanaan berdasarkan pada permohonan proposal dari 

masyarakat/penerima manfaat kemudian dilakukan validasi dan dilaksanakan kegiatan. Untuk 

SKPD dengan pelayanan kesehatan, bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan 

dan termasuk kategori masyarakat miskin maka dapat membawa persyaratan administratif 

untuk mendapatkan pelayanan. 

Sedangkan untuk pelaksanaan program dengan sasaran peningkatan kualitas sumber 

daya manusia sedikit berbeda dalam pelaksanaannya. SKPD menentukan sasaran penerima 

manfaat berdasarkan data yang dimiliki oleh masing-masing SKPD kemudian melakukan 

kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis ataupun penyuluhan. Selain itu, terdapat program yang 

memfasilitasi lokasi bagi usaha kecil untuk memasarkan produknya di tingkat kecamatan. 

Permasalahan yang sering terjadi dalam tahap pelaksanaan ini adalah double funding 

penerima manfaat yang telah menerima bantuan dari program yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah, sehingga masyarakat lain yang seharusnya 

layak menjadi penerima manfaat tidak masuk menjadi bagian dari penerima manfaat 

program. 

5.2.3 Tahap Monitoring dan Evaluasi 

Tahap monitoring dan evaluasi menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan 

program. Evaluasi dapat dilaksanakan selama dua kali dalam satu tahun, yaitu pada tengah 

periode dan pada akhir tahun anggaran. Untuk program penanggulangan kemiskinan yang 

berada di bawah pemerintah Pusat, maka sistem monitoring dan evaluasi akan mengikuti 

aturan dari Pemerintah Pusat atau Kementerian terkait yang menaunginya. Tetapi, apabila 

program penanggulangan kemiskinan tersebut bersumber dari Pemerintah Daerah maka 

Pemerintah Daerah dapat membuat sistem monitoring dan evaluasi yang disesuaikan dengan 

kebutuhan dan karakteristik wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sistem monitoring yang 

baik juga mengakomodir kebutuhan sistem whistleblowing. Sistem whistleblowing ini dapat 

disosialisasikan pada masyarakat melalui pemerintah Desa ataupun Badan Permusyawaratan 

Desa. Sistem whistleblowing ini dapat berupa pengaduan secara langsung melalui media sosial 

(instagram, web, dan media resmi SKPD terkait) ataupun call center. Sistem whistleblowing ini 

akan mengurangi adanya kecurangan ataupun penyalahgunaan dana pada pelaksanaan 

program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. 
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5.3 Analisis Faktor dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai 

Utara 

Sebelum tahap perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi 

di Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu dipetakan terlebih dahulu faktor apa saja yang dirasakan 

cukup penting bagi sebuah pelaksanaan program. Untuk mengukur konsep yang sesuai maka 

dalam kajian ini menggunakan analisis faktor. Analisis faktor eksploratory digunakan untuk 

menentukan struktur yang mendasari antara variabel dalam analisis yang dapat digunakan 

untuk pengembangan dan validasi instrumen ataupun alat penilaian untuk mengukur konsep 

abstrak dengan teoritis atau praktis (Hair et al., 2014; Swanson & Holton III, 2005). Analisis 

faktor mampu menjelaskan korelasi diantara variabel yang diamati dengan mengidentifikasi 

atau mengkonfirmasi faktor-faktor mendasar yang menjelaskan korelasi tersebut. Variabel 

yang diamati dapat berupa item tunggal pada instrumen survei atau nilai skala lainnya atau 

variabel yang diamati atau diukur akan menjadi item tunggal dari instrumen jenis survei 

dengan minimal tiga sampai lima variabel terukur per faktor umum untuk hasil yang akurat 

(Swanson & Holton III, 2005). 

Instrumen yang digunakan termasuk uji validitas dan reliabilitas data akan digunakan 

dituliskan dalam bagian ini. Sampel awal yang digunakan dikumpulkan dari Kepala Desa, 

perangkat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat umum. Penulis memastikan bahwa sampel 

homogen sesuai dengan struktur faktor yang digunakan. Untuk Kuisioner dalam kajian ini 

terdiri indikator kinerja desa pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 6 tahun 2014 

Tentang Desa. Responden diminta untuk menentukan nilai kepentingan setiap faktor 

menggunakan skala likert. Setiap tanggapan akan dikategorikan pada masing-masing 

indikator. Untuk menguji validasi kumpulan data maka akan digunakan Cronbach’s alpha 

sedangkan Barlett test of sphericity digunakan untuk menentukan kelayakan analisis faktor 

menguji seluruh matrik korelasi. 
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Tabel 5.2 Instrumen Penelitian 
 

Faktor 

Akuntabilitas 

§ Musyawarah desa merupakan bentuk 
kepercayaan kepada pemerintah desa  

§ Tim pelaksana kegiatan bekerja sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya 

§ Musyawarah desa memilih tim pelaksana 
kegiatan 

§ Masyarakat dapat melakukan pengawasan 
program secara langsung 

§ Usulan kegiatan merupakan hasil 
musyawarah bersama 

Transparan 

§ Tambahan pengetahuan baru bagi 
masyarakat 

§ Musyawarah desa merupakan forum untuk 
mengetahui perencanaan di desa 

§ Aturan tentang perencanaan, pelaksanaan, 
dan pelaporan dipahami dengan jelas oleh 
masyarakat 

 

Partisipatif  

§ Musyawarah desa meningkatkan partisipasi 
keikutsertaan masyarakata dalam kegiatan 

§ Adanya keterwakilan usulan masyarakat 
§ Masyarakat dapat ikut serta aktif dalam 

kegiatan 

Inklusif 

§ Keterlibatan perempuan juga mendapatkan 
peran 

§ Kelompok perempuan mendapatkan 
undangan untuk mengikuti musyawarah desa  

§ Kelompok perempuan mendapatkan porsi 
sebagai tim pelaksana kegiatan 

§ Adanya keterlibatan masyarakat miskin, 
kaum perempuan dan kelompok difabilitas 

§ Terdapat kegiatan yang memenuhi 
kebutuhan kelompok difabilitas 

Independen 

§ Usulan bukan merupakan usulan kelompok 
tertentu 

§ Pendamping kegiatan di tingkat desa 
memiliki peran aktif 

§ Prioritas kegiatan hasil musyawarah desa 
merupakan usulan masyarakat 
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Untuk mengetahui metode yang dapat mereduksi variabel menjadi variabel baru maka 

dapat digunakan Analisis faktor. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, maka dengan 

menggunakan Uji Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA) dilakukan 

uji untuk mengukur tingkat korelasi antar variabel. Hasil uji KMO MSA dapat dilihat pada 

tabel 5.3 di bawah ini. 

 
Tabel 5.3 Hasil Uji Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA) 

KMO and Bartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.                                                         .627 

Bartlett's Test of Sphericity                                                                                            .568.907* 

*sig. pada 0,01 
 

Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa nilai KMO adalah 0,627 yang menunjukkan 

bahwa nilai > 0,50 sehingga dapat dilakukan analisis faktor. Dari hasil Barlett’s test of sphericity 

juga dapat diketahui bahwa korelasi variabel cukup besar untuk analisis faktor. Setelah 

mengetahui korelasi antar variabel maka akan dilanjutkan dengan ekstraksi faktor yang 

mereduksi indikator-indikator dalam faktor di atas dengan menggunakan Eigenvalues. 

Eigenvalues merupakan pendekatan untuk menentukan jumlah faktor yang akan digunakan 

dalam kajian. Nilai eigenvalues yang dipertahankan dalam faktor merupakan nilai yang lebih 

besar dari 1 sehingga dapat digunakan dalam analisis. Tabel 5.4 di bawah merangkum hasil 

tersebut. 

Kemudian, dari hasil nilai eigenvalues menunjukkan bahwa dari masing-masing 

indikator tersebut telah dikelompokkan menjadi empat faktor dengan nilai eigenvalues > 1. 

Untuk mengetahui interpretasi masing-masing faktor maka digunakan metode varimax 

sebagai pendekatan analitik untuk mendapatkan rotasi orthogonal suatu faktor. Hasil rotasi 

dengan metode varimax dapat dilihat pada table 5.5 di bawah pada halaman berikutnya. 
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Tabel 5.4 Total Variance Explained 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % 

1 9.677 48.386 48.386 9.677 48.386 48.386 5.085 25.427 25.427 

2 2.537 12.685 61.071 2.537 12.685 61.071 4.477 22.383 47.810 

3 1.606 8.029 69.100 1.606 8.029 69.100 4.133 20.667 68.477 

4 1.215 6.074 75.174 1.215 6.074 75.174 1.339 6.697 75.174 

5 .956 4.781 79.955       

6 .803 4.017 83.971       

7 .691 3.455 87.426       

8 .590 2.952 90.378       

9 .363 1.817 92.195       

10 .320 1.598 93.793       

11 .265 1.324 95.117       

12 .230 1.149 96.265       

13 .194 .968 97.234       

14 .160 .798 98.032       

15 .152 .762 98.793       

16 .104 .522 99.315       

17 .067 .333 99.649       

18 .042 .210 99.858       

19 .026 .128 99.986       

20 .003 .014 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Tabel 5.5 Rotasi Matrix Varimax 
Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 

Akuntabilitas_1 .425 .427 .468 -.120 

Akuntabilitas_2 .630 .503 .159 -.239 

Akuntabilitas_3 .593 .175 .639 .145 

Akuntabilitas_4 .444 .561 .189 -.113 

Akuntabilitas_5 .735 .263 .235 -.023 

Transparan_1 .758 .237 .061 .295 

Transparan_2 .808 .158 .274 .042 

Transparan_3 .151 -.032 .873 .184 

Partisipatif_1 .823 .142 .313 -.089 

Partisipatif_2 .488 .182 .730 -.147 

Partisipatif_3 .310 .276 .800 .030 

Partisipatif_4 .713 .589 .163 -.012 

Inklusif_1 .526 .664 -.091 -.126 

Inklusif_2 .293 .754 .017 -.188 

Inklusif_3 -.130 .763 .349 .141 

Inklusif_4 .372 .758 .003 .136 

Inklusif_5 .225 .761 .301 .344 

Independen_1 .023 .006 .150 .907 

Independen_2 .002 .068 .830 .125 

Independen_3 .282 .563 .564 -.188 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 
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Dari hasil rotasi varimax tersebut dapat diketahui bahwa indikator masing-masing 

faktor hanya mengelompok menjadi empat komponen. Indikator akuntabilitas pada 

komponen 1, indikator transparan pada komponen 4, indikator partisipatif pada komponen 2 

dan indikator inklusif pada komponen 2 dan indikator independen pada komponen 3. 

Berdasarkan analisis faktor tersebut maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat 

memasukkan indikator berikut ini untuk menjadi dasar pelaksanaan program penanggulangan 

kemiskinan yang mengakomodir dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan 

pengawasan. 

Tabel 5.6 Tahap dan Indikator Program Penanggulangan Kemiskinan 

Tahap          Indikator 

Perencanaan 

Akuntabilitas 

Transparan 

Partisipatif  

Independen 

 

§ Musyawarah desa merupakan bentuk kepercayaan 
kepada pemerintah desa  

§ Musyawarah desa memilih tim pelaksana kegiatan 

§ Usulan kegiatan merupakan hasil musyawarah 
Bersama 

§ Tambahan pengetahuan baru bagi masyarakat 

§ Musyawarah desa merupakan forum untuk 
mengetahui perencanaan di desa 

§ Aturan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan 
pelaporan dipahami dengan jelas oleh masyarakat 

§ Kelompok perempuan mendapatkan undangan 
untuk mengikuti musyawarah desa  

§ Kelompok perempuan mendapatkan porsi sebagai 
tim pelaksana kegiatan 

§ Adanya keterlibatan masyarakat miskin, kaum 
perempuan dan kelompok difabilitas 

§ Usulan bukan merupakan usulan kelompok tertentu 

§ Prioritas kegiatan hasil musyawarah desa 
merupakan usulan masyarakat 

§ Adanya sosialisasi sistim pengaduan permasalahan 
dengan sistem whistleblowing 

Pelaksanaan 

Akuntabilitas 

Transparan 

Partisipatif  

Independen 

§ Pendamping kegiatan di tingkat desa memiliki peran 
aktif 

§ Tim pelaksana kegiatan bekerja sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya 

§ Terdapat kegiatan yang memenuhi kebutuhan 
kelompok difabilitas 
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 § Aturan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan 
pelaporan dipahami dengan jelas oleh masyarakat 

§ Keterlibatan perempuan juga mendapatkan peran 

§ Adanya keterlibatan masyarakat miskin, kaum 
perempuan dan kelompok difabilitas 

§ Adanya sosialisasi sistim pengaduan permasalahan 
dengan sistem whistleblowing 

 

Monitoring/Pengawasan 

Akuntabilitas 

Transparan 

Partisipatif  

Independen 

§ Masyarakat dapat melakukan pengawasan program 
secara langsung 

§ Aturan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan 
pelaporan dipahami dengan jelas oleh masyarakat 

§ Adanya sosialisasi sistim pengaduan permasalahan 
dengan sistem whistleblowing 

 

Tabel 5.6 di atas merangkum indikator dasar yang dapat digunakan untuk membuat 

sebuah program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu, 

indikator tersebut juga dapat dimasukkan sebagai indikator capaian dan keberhasilan sebuah 

program dengan memberikan komposisi persentase pada masing-masing komponen. 

Tercapainya indikator tersebut sangat penting dilakukan sebagai salah satu ukuran 

keberhasilan program penanggulangan kemiskinan 

 

5.4. Pola Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Setelah diketahui indikator yang dibutuhkan dalam program penanggulangan 

kemiskinan maka tahap berikutnya adalah melakukan pola integrasi antar SKPD di Kabupaten 

Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan program tersebut. Keterlibatan antar SKPD ini sangat 

penting dilakukan agar tidak terjadi penerima manfaat yang tidak terakomodir dan dapat 

dilaksanakan tepat sasaran. Dalam pola integrasi, koordinasi utama dapat dilakukan oleh 

Bappeda Litbang sebagai salah satu SKPD pelaksana perencanaan pembangunan daerah. Pola 

ini diambil berdasarkan hasil FGD yang bisa dikembangkan sesuai dengan jumlah SKPD di 

Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk lebih memudahkan mengetahui pola integrasi, maka 

dapat dilihat pada gambar 5.8 berikut ini. 
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Gambar 5.8 Pola Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan 

Pola integrasi awal yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut: 

a. Keterkaitan Seluruh SKPD pada Bappeda Litbang, Dinas Sosial, Dinas PMD dan 

Sekretariat Daerah 

Bappeda Litbang dan Dinas Sosial memiliki fungsi yang penting dalam pelaksanaan 

program penanggulangan kemiskinan sebagai sentral atau pusat informasi dan data. 

Bappeda Litbang dapat melakukan perencanaan dan melakukan koordinasi antar SKPD 

sehingga program dapat berjalan secara efektif. Kemudian Dinas sosial berperan sebagai 

sentral data yang digunakan sebagai penerima manfaat dari masing-masing SKPD 

sehingga dapat digunakan secara bersama- sama antar SKPD di seluruh Kabupaten Hulu 

Sungai Utara. Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) memiliki 

kewenangan atas Dana Desa dengan berbagai integrasi program yang dapat dilakukan 

dengan program terkait pada SKPD lintas sektor. 

Ketika pelaksanaan program, maka masing-masing SKPD akan merujuk pada data yang 

diperoleh dari Dinas Sosial untuk penerima manfaat. Adanya sentral data ini cukup 

penting, karena data penerima manfaat setiap tahun akan mengalami perubahan. Dinas 
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Sosial juga dapat melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik sebagai pusat data 

yang melakukan sensus dan kolektibilitas data setiap tahun sehingga data yang diperoleh 

juga update sesuai dengan kebutuhan. 

b. Keterkaitan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas 

Pertanian, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 

Dinas ketahanan pangan dapat berfungsi sebagai pusat dari pelaksanaan program di SKPD 

lain seperti Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi, UKM, 

Perindustrian dan Perdagangan. Integrasi tersebut dapat dilaksanakan pada program 

peningkatan kualitas pangan yang dapat dilakukan oleh dinas peternakan, dinas pertanian 

maupun dinas perikanan. Masing-masing pelaku usaha tersebut akan diberikan 

pembekalan lanjutan terkait dengan peningkatan produk olahan dari hasil pertanian, 

perikanan ataupun peternakan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian 

dan Perdagangan. 

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan akan memberikan pembekalan 

mulai dari sistem pengolahan, pengemasan sampai dengan pemasaran. Apabila 

diperlukan, maka dapat dilakukan pendampingan sampai dengan perijinan usaha ataupun 

proses halal MUI. Sehingga disini, produk yang dihasilkan oleh petani, peternak, ataupun 

nelayan dapat lebih bernilai guna daripada hanya dijual dalam bentuk mentah. Selain 

memberikan fasilitas berupa lokasi penjualan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan 

Perdagangan dapat memfasilitasi juga untuk penjualan melalui ecommerce atau bekerja 

sama dengan dinas terkait di tingkat Provinsi untuk mengikuti pameran UKM yang 

diselenggarakan di tingkat regional maupun nasional. 

c. Keterkaitan Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dan Dinas 

Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPPA) 

Dinas kesehatan memiliki data yang terpusat terkait dengan kegiatan yang berhubungan 

dengan kesehatan sehingga dapat menjadi pusat dari sebuah program penanggulangan 

kemiskinan. Dinas kesehatan memberikan kontribusi pada kegiatan yang berhubungan 

dengan pelayanan kesehatan keluarga miskin yang belum tercakup pada pelayanan 

Jaminan kesehatan nasional (BPJS, KIS atau PBI). Selain itu Dinas kesehatan dapat 

melakukan koordinasi terkait dengan pelayanan KB masyarakat miskin dengan dinas 
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pengendalian penduduk dan KB. Kegiatan terkait dapat dilakukan melalui kader 

kesehatan di tingkat desa ataupun kecamatan melalui Puskesmas. 

Program kesehatan yang berhubungan dengan perempuan dan anak dapat dilakukan 

dinas kesehatan dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, terutama yang 

berhubungan dengan kesehatan seperti sosialisasi kesehatan reproduksi, perlindungan 

atas kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan atas kekerasan pada anak ataupun 

kesehatan mental anak. 

d. Keterkaitan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan 

Lingkungan Hidup 

Dinas Pekerjaan Umum memiliki kegiatan yang hampir sama dengan Dinas perumahan, 

Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup sehingga kedua SKPD tersebut dapat 

melakukan koordinasi terkait permasalahan pemukiman masyarakat miskin. Misalnya 

untuk program rumah bagi masyarakat miskin dapat diintegrasikan dengan fasilitas 

pendukung seperti jalan penghubung ataupun kegiatan lain yang berada di ranah Dinas 

Pekerjaan Umum. 

 

5.5. Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi 

Setelah melakukan identifikasi pola integrasi program penanggulangan kemiskinan 

antar SKPD, tahap terakhir adalah melakukan rencana pelaksanaannya. Tahap awal yang perlu 

dilakukan adalah tahap sinkronisasi data atau pemutahiran data penerima manfaat. Tahap 

awal yang perlu dilakukan adalah input data dari keseluruhan data kemiskinan yang telah ada, 

misalnya data dari TNP2K, BNPT, ataupun data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Pada 

pelaksanaan kegiatan ini, seluruh SKPD terlibat untuk mengajukan data yang dimiliki untuk 

dilakukan sinkronisasi sehingga nanti akan memunculkan satu bank data yang dapat 

mengakomodir keseluruhan kegiatan program penanggulangan kemiskinan. 

Tahap berikutnya adalah identifikasi program penanggulangan kemiskinan yang telah 

dilaksanakan oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang berasal dari pemerintah Pusat maupun 

pemerintah daerah. Identifikasi program eksisting ini penting dilakukan sebagai salah satu 

upaya untuk mengetahui program apa saja yang telah dilakukan, termasuk pula kendala yang 

dihadapinya. Dalam identifikasi ini akan diketahui sasaran dari masing-masing program 
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penanggulangan kemiskinan sehingga apabila pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

membuat sebuah program tidak akan berbenturan dengan program yang saat ini telah 

dilaksanakan. 

Tahap terakhir yang dilakukan adalah evaluasi dari proses pemutakhiran data tersebut 

sehingga akan diperoleh pusat data penerima manfaat dari program penanggulangan 

kemiskinan. Pada pemutakhiran data ini akan dilakukan identifikasi apakah penerima manfaat 

masih layak mendapatkan program kegiatan ataukah sudah mengalami perubahan 

perekonomian menjadi kategori tidak miskin. Dalam pemutakhiran dan evaluasi ini nanti akan 

memunculkan identifikasi penerima manfaat by name by address dan jenis program kegiatan 

apakah yang sudah diterimanya sehingga bantuan akan lebih tepat sasaran. Pada 

pemutakhiran data ini akan diketahui pula kebutuhan dari penerima manfaat, sehingga 

program yang diberikan akan lebih tepat sasaran dan bermanfaat untuk meningkatkan taraf 

perekonomiannya. Tahap pemutakhiran data tersebut dapat dirangkum dalam gambar 5.9 

berikut ini. 

 

Gambar 5.9 Tahap Pemutakhiran Data 

Setelah dilakukan identifikasi data awal sehingga memunculkan pusat data yang 

terintegrasi, maka dapat dibuat rencana program penanggulangan kemiskinan yang 

terintegrasi antar SKPD. Berdasarkan pada program penanggulangan kemiskinan di dalam 

RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017-2022, maka dapat dibuat rencana program 

sebagai berikut: 
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Tabel 5.7 Rencana Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 
 

Program Existing Program Integrasi Indikator Kinerja SKPD penanggung 
Jawab 

Program Pemberdayaan Fakir  
Miskin, Komunitas Adat 
Terpencil (KAT) dan 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
Lainnya  

Program Peningkatan 
Kualitas produk olahan 
pangan  

Terciptanya produk olahan 
hasil pertanian, perikanan, 
peternakan 

Dinas Ketahanan 
pangan 

Dinas Pertanian 

Dinas Peternakan 

Dinas Koperasi, UKM, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

Program  Penanganan dan  
Pemberdayaan Fakir Miskin, 
Komunitas Adat Terpencil 
(KAT) dan Penyandang  
Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) Lainnya  

Program Pra Marital 
(sebelum pernikahan) 
bagi remaja dan 
pasangan muda 

Angka perceraian menurun 

Angka pernikahan pada usia 
matang 

Angka kematian ibu dan 
anak menurun 

Jarak antar kelahiran tidak 
terlalu dekat 

Dinas Kesehatan 

Dinas Pengendalian 
Penduduk dan KB 

Dinas Perlindungan 
Perempuan dan Anak 

Program Dukungan Pelayanan  
Bagi Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS)  

Pemukiman layak bagi 
masyarakat miskin 

Relokasi pemukiman 
bantaran sungai 

Peningkatan rumah layak 
huni 

Penyediaan fasilitas sanitasi 
umum 

Dinas Pekerjaan Umum 

 

Dinas Perumahan, 
Pemukiman dan 
Lingkungan Hidup 

Program Pelayanan dan 
Rehabilitasi Kesejahteraan  

Program Konsumsi 
Harian bagi Lansia 
tanpa keluarga 

Jumlah penerima konsumsi  Dinas Kesehatan 

Dinas Sosial 

Dinas Koperasi, UKM, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

Program Pelayanan dan 
Rehabilitasi Kesejahteraan 
Sosial bagi Korban Bencana  
Alam dan Bencana Sosial  

Program Bantuan 
Bencana 

Force majeur/bencana alam 
dapat ditangani dengan baik 

BPBD 

Dinas Soaial 

Dinas Kesehatan 

Dinas Perumahan, 
Pemukiman dan 
Lingkungan Hidup 

Program Pelayanan Rastra, 
PKH dan BPJS Kesehatan  

Program Kesehatan 
antar warga (Pelayanan 
kesehatan dari rumah 
ke rumah) 

Jumlah angka kematian 
menurun  

Jumlah penerima manfaat 
kesehatan meningkat 

Dinas Kesehatan 

Dinas Sosial 

Dinas PMD 

Program Pemberdayaan  
Kelembagaan Kesejahteraan 
Sosial 

Pengembangan usaha 
Bumdes  

Bumdes berjalan dengan 
baik 

Angka pengangguran 
menurun 

Pendapatan masyarakat 
meningkat 

Dinas PMD 

Dinas Sosial 

Dinas Koperasi, UKM, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

Dinas Pertanian 

Dinas Peternakan  
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Program Pelayanan Raskin  Bantuan Raskin  Jumlah penerima Raskin 
menurun 

Dinas Sosial 

Bappedalitbang 

Dinas Pertanian 

Dinas Ketahanan 
Pangan 

 

Tahap akhir yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam 

membuat program penanggulangan kemiskinan adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring 

dan evaluasi secara menyeluruh sebuah program baru dapat dilaksanakan setelah minimal 

satu tahun program tersebut dilaksanakan. Sehingga, sangat ideal evaluasi secara menyeluruh 

dilakukan pada tahun kedua setelah program tersebut terlaksana. Dalam fase monitoring dan 

evaluasi, program masih tetap berjalan sehingga dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh. 

Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

dapat melakukan konstruksi terhadap program yang dilaksanakan, apakah telah berjalan 

sesuai ataupun terdapat beberapa tambahan akibat kurang maksimalnya program tersebut. 

Gambar 5.10 Tahapan Penanggulangan Kemiskinan 

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bukan sebuah tahap yang dapat 

dirasakan manfaatnya secara langsung. Hasil dari program ini baru dapat diketahui pada dua 

sampai tiga tahun berikutnya, sehingga kinerja program bukanlah hasil yang instan. Untuk 

itulah integrasi program antar SKPD sangat diperlukan agar keberlanjutan pelaksanaan 

program dapat berjalan dengan baik, tidak hanya dalam satu waktu tetapi dalam jangka 

Panjang sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah ikut serta dalam SDG’s. 
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BAB VI  
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

enyusunan Analisis Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu 

Sungai Utara merupakan perangkat pedoman kerja pembangunan program 

penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi antar SKPD terkait di Kabupaten Hulu 

Sungai Utara yang dapat digunakan sebagai pedoman pembangunan dan kebijakan yang baik 

oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Selain itu dokumen ini dapat digunakan 

sebagai landasan perencanaan jangka pendek ataupun bahan acuan dalam penyusunan 

RPJMD yang akan datang. 

Program penanggulangan kemiskinan eksisting yang telah dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. 

Permasalahan utama yang terjadi adalah data yang belum terintegrasi sehingga 

mengakibatkan SKPD melakukan kegiatan sesuai dengan data yang diperoleh. Akibatnya 

adalah double penerima manfaat atau bahkan terdapat penerima manfaat yang tidak 

memperoleh kegiatan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut langkah pertama yang 

diperlukan adalah melakukan sinkronisasi data penerima manfaat yang telah dimiliki, 

kemudian menentukan rencana program antar SKPD terkait yang sesuai dan melakukan 

evaluasi. 

 

6.2 Saran 

Saran dalam kajian Analisis Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten 

Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut: 

1. Diperlukan dokumen data penerima manfaat secara terpusat yang dapat digunakan 

sebagai rujukan dari masing-masing SKPD dalam melaksanakan program penanggulangan 

kemiskinan; 

2. Diperlukan sebuah pelaksanaan program yang memiliki unsur akuntabilitas, transparan, 

partisipatif, dan independent sebagai dasar pelaksanaan program penanggulangan 

P 
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kemiskinan; 

3. Pelaksanan program secara terintegrasi yang dapat dilakukan dua SKPD atau lebih yang 

mengakomodir kegiatan penanggulangan kemiskinan dari hulu sampai dengan hilir 

sehingga menghasilkan capaian yang sesuai dengan rencana target kinerja. 
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